
 

 

 
BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 
 

NOMOR 31 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2045  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, 

keterjangkauan, dan keberlanjutan pelayanan air minum 
bagi masyarakat, serta mendukung peningkatan derajat 

kesehatan, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan 
masyarakat, perlu disusun Rencana Induk Sistem 

Penyediaan Air Minum di Daerah; 

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air 
minum yang aman dan layak seiring dengan pertumbuhan 

penduduk, perkembangan wilayah, dan peningkatan taraf 
hidup, sehingga diperlukan pengaturan yang 

komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan dalam 
penyediaan air minum; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 
Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk SPAM 

Kabupaten terhadap kebijakan dan strategi 
penyelenggaraan SPAM disusun dan ditetapkan oleh 

Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem 
Penyediaan Air Minum Tahun 2025-2045; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4688); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang 

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 
Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 62); 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 
Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG RENCANA INDUK SISTEM 
PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2025-2045. 

 

 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

                     

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah 
adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum disingkat 
RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (20) tahun 

yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan 
air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum 
pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan 
dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-

dimensinya. 

6. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang 

selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari 
sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut 

yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku 
untuk Air Minum. 

7. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui 

proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang 
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum. 

8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air 

Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar 
mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan 
produktif. 

9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat 
SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana 

penyediaan Air Minum. 

10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan 

terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM 
dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan 
kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, 

peningkatan, dan perluasan. 

11. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang 

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan 

mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau 
atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat 
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai 

dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas 
daratan. 
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12. Penyelenggara SPAM, yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara adalah badan usaha milik daerah, unit 
pelayanan teknis daerah, badan layanan umum daerah, 

koperasi, badan usaha swasta, badan usaha milik desa, 
dan/ atau kelompok masyarakat yang melakukan 
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. 

13. Cakupan Pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat 
yang mendapat pelayanan air minum secara langsung 

baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan 
perpipaan.  

14. Wilayah Pelayanan yang selanjutnya disebut Zonasi 
adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik 
Perusahaan Daerah Air Minum maupun non Perusahaan 

Daerah Air Minum sehingga masyarakat yang dilalui 
perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan. 

15. SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat 
SPAM JP adalah satu kesatuan sarana dan prasarana 

penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan 
melalui sistem perpipaan. 

16. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya 

disingkat SPAM BJP merupakan satu kesatuan sarana 
prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau 

diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan. 

 

 Pasal  2 

 (1) RISPAM 2025-2045 sebagai dokumen acuan bagi 
Pemerintah Daerah dan penyelenggara SPAM dalam 

perencanaan dan pengembangan SPAM di wilayah 
Kabupaten Bandung Barat. 

(2) RISPAM 2025-2045 sebagai dokumen acuan bagi 
Pemerintah Daerah dan penyelenggara SPAM dalam 

perencanaan dan pengembangan SPAM di wilayah 
Kabupaten Bandung Barat. 

  

BAB II 

SISTEMATIKA RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN  

AIR MINUM 

 

Pasal 3 

(1) Sistematika RISPAM Tahun 2025-2045 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum; 

c. kondisi SPAM eksisting; 
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d. standar/kriteria perencanaan; 

e. proyeksi kebutuhan air; 

f. potensi dan rencana pengembangan Air Baku; 

g. rencana pengembangan SPAM; 

h. analisis pendanaan; dan 

i. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum. 

(2) Isi dan uraian sistematika RISPAM Tahun 2025-2045 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III  

JANGKA WAKTU 

 

Pasal 4 

(1) RISPAM disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 

tahun. 

(2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau 
setiap 5 (lima) tahun sekali. 

 

BAB IV 

PENGAWASAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan 
evaluasi terhadap penyelenggaraan RISPAM. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum dan penataan ruang. 

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan 
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan 

dan melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai 

bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut 
dalam pelaksanaan RISPAM. 
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BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

  Ditetapkan di Ngamprah 

 pada tanggal 16 Oktober 2025 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

 JEJE RITCHIE ISMAIL 

Diundangkan di Ngamprah 

pada tanggal 16 Oktober 2025 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ADE ZAKIR 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 32 

 
 


